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Abstrak
 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman

diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah

Konstitusi, salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

1945. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi

merupakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana hukum acara pada

umumnya, hukum acara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi memiliki proses-proses yang

harus dilalui. Dari sekian proses tersebut, pengujian mengenai kedudukan hukum (legal standing) dari

Pemohon, merupakan tahapan yang paling penting untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi.

 

Dalam praktik, hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan dua persyaratan yang harus dipenuhi pemohon

agar memiliki legal standing, yaitu harus menyatakan termasuk empat kualifikasi Pemohon sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK< kemudian menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hak

konstitusional yang diberikan UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-

undang, kerugian tersebut harus spesifik aktual maupun potensial, adanya hubungan kausalitas antara

kerugian dengan berlakunya undang-undang, dan kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan tersebut

kerugian tidak akan terjadi lagi.

 

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga membahas hal yang masih terkait dengan kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk menguji undang-undang yaitu dalam mengenai ketiadaan norma sebagai obyek pengujian

dalam Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan

ketentuan dalam pasal 51 ayat (3) huruf b UUMK, mewajibkan pemohon dalam permohonan pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal,

dan/atau bagian dari undang- undang yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Dalam dalam

praktek, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara pengujian undang-undang dalam hal

ketiadaan norma. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena pembentukan UUMK sendiri dilakukan sangat

singkat dan cakupan masalah yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang dikandungnya masih sangat

sederhana. Sehingga Mahkamah Konstitusi berusaha mengatur masalah-masalah yang dihadapi dalam

praktek dengan membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.

<hr>

Based on the provisions in Article 24, paragraph (2a) changes the third of the 1945 Constitution, judicial

power is held by a Supreme Court (MA) and the judicial body that is located underneath the environment in

general, the religious environment, the military environment, the environment administration of justice, and
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by a Constitutional Court. Four of the authority of the Constitution Court, one of which is to test the laws of

the 1945 Constitution. The authority of the laws of the constitution of the Constitutional Court is the

protection of constitutional rights of citizens. As the law in general, the law of the law on the Constitutional

Court have the processes that must be passed. Of the process, the position of the law (legal standing) from

the applicant, is the most important stages to be able to be in session in the Constitutional Court.

 

In practice, the judge Constitutional Court to apply the two requirements that must be fulfilled so that the

applicant has legal standing, the claim must include the four applicant qualifications as specified in Article

51, paragraph (1) UUMK then explained that the applicant has a constitutional right given to the 1945

Constitution, constitutional rights are disadvantaged by the introduction of the law, damages must be

specific and actual potential, the relationship between loss causalities with the introduction of laws, and

possibly with the application to be granted loss will not occur again.

 

In writing this essay author also discusses the things that are related to the Constitutional Court the authority

to test the law in the absence of norms as a test object in the Constitutional Court as the law in the

Constitutional Court in the event. Based on the provisions in article 51 paragraph (3) letter b UUMK, require

the applicant in the application of laws against the 1945 Constitution to construe the clear material in the

cargo clause, article, and/or part of the law deems contrary to the 1945 Constitution.

 

In practice, the Constitution Court grant the application of the law in the absence of norms. This may happen

because the establishment of their own UUMK is very short and the scope of the problem formulated in the

convention to be contain the rule is very simple. So that the Constitutional Court seeks to set up the

problems faced in practice with the Constitutional Court Rules form. Keywords: Constitutional Court, Legal

Standing, Object Testing.


